BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BONDOWQOSO
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 25 TAHUN
2018 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN

Menimbang :

Mengingat

BONDOWOSO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BONDOWOSO,

bahwa dalam rangka penyempurnaan pengaturan
nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan
Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bondowoso perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor
25 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan
Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bondowoso;

I. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun
1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

4. Undang-Undang...



10.

|17 8

12.

20

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679};

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia. Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
6058);

Peraturan Pemerintah Nomer 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2008 tentang Standar Tenaga Administrasi
Sekolah /Madrasah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayvaan Nomor 137
Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak
Usia Dini;

13.Peraturan...



Menetapkan

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar
Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal,

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Fedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
[hnas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

16. Peraluran Daerah Kabupaten Bondowosa Nomar 6 Tahun
2009 tentang Penvelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Daersh Kabupaten Bondowoso Nomar Tahun 2009 Nomar 2
Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daersh Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggarann
Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso
Momor Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2017 Nomor
i6);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupalen Bondowoso (Lembaran Daerah
Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 3);

18, Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 89 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten DBondowoso (Berita Daerah  Kabupaten
Bondowoso Tahun 2016 Nomor 89);

19. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2018
tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan
Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bondowosg;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPAT!I TENTANG PERUBAHAN  ATAS

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN
PENDIDIKAN DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KERUDAYAAN KABUPATEN BONDOWOSO,

Pasal |

Beberapa Ketentuar dalam Peraturan Bupati Bondowoso
Nomor 25 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah
Satuan Pendidiken Daerah pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Bondowoso [Berita Daerah Kabupaten
Bondowoso Tahun 2013 Nomor 25) diubah sebagai berikul:

1.Ketentuan...



L. Hetentuan Fasal 5 diu

b sehingen berbunyi s=bagai beslun

Fasal 5

i1 latur Unit  Pelak Teknis Dasrah  Satuan
Pendidikan Furmnzl pada Dincs sebagaimana dimaksud
dalam Fasal 2 hurut a schagal berikuls
a. Unit Prlaksana Teknis Jaeran SBatuan Pendidiksa
Formal Tuman Kznak kanal: Negeri Pembina. dengan
urutan nemer sesual dengan labun pendidan pada
tiap wilayah kecamatan;

. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satusn Pendidikan
Furmal Sekelab Dagar Negerl, dengan ururan nomar
sesual  deoman lahun pendidan  pada  tap
desajkeluranan yang ada di wilavah Hecamzatan; dan
Unit Pelaksana Tekris Dseranh Satusn Pendidikan
Furmul Sekolah Menenpah Pertama Negeri, dengan
ungtan nomor sesual dengan tabun osendirian di tizp
wilayah Keeamatan,

Unil Pelaksany Teknis Daerah Satuan Pendidilkan Formal

sebagmmara dimaksud pada ayat |1 tercantum dalas

Lampirzn yang meripakan bagian ridak srrpisahkar dari

Peraturan Bupalli

(3] MNomenkiatur, penggunsasn stemael kop naskah dinas,

papan nama d:cesuaikan achagaimana ketentuan pada

ayal (2).

2. Hetentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebaga) berikut

o

o

]

Pazsl 17

{11 Momenklamr JFTD Satcan PNF pada Dinas adzlah L
Pelaksenn Tehais Dusrab 8cluan Pendidikan Neoformal
Banggar Kegiatan Belajar.

(2] UPTE Saman PNE sebagaimarsz dimaksud pada ayat [1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan baglan tdak

leroizabikan dari Peraturan Bupsal ind,

Nomerklatur, pergguaaan stecpel, kop naskah dinas,

papan nama &izesuaikan act mana ketentuan pada

wyal (2).

3

3 Metentuan Fasal 25 d:ubah sehingga berounvi sebagz: berikut
asal 25
Dengan berizkunva Feraturan Bapati ini

a Peraturan. .,
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a. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 27 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Nomenklatur SDN, SMPN, SMAN dan SMKN
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 27); dan

b. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 76 Tahun 2017 tentang
Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun
2017 Nomor 77);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal I

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal & Apn| 2012
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